SALINAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI

KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan UndaagguNdmor 32 Tahun 2004

1.

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Penmeridanor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerinteht&lah diberi kewenangan
untuk melakukan penataan kelembagaan PerangkaalbDberdasarkan analisa
kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspe&omerprofesional,
perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-priesipiensi, efektifitas,

rasional dan akuntabilitas ;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimanaslichgpada huruf a

Konsideran ini, perlu ditetapkan Organisasi daraT&trja Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan AthfKota Probolinggo
dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentangbBetukan Daerah-daerah
Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa TimurwdaTengah dan Jawa

Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggahddstus 1950);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokdpdkepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 NoB% Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),agaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 199fnljgean Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahamblaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890) ;



Menetapkan

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembantukeraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Isgon€ahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 4389) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembantaDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nobh#5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)aga&imana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentangtéf®wn Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 TahQf &htang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang etaiean
Daerahmenjadi undang-undang (Lembaran Negara Rkpimolonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Repuhtibniesia Nomor
4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgnfan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahballaam Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambabambaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgbRgian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daétadvinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegRepublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaragafde Republik
Indonesia Nomor 4737) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentargar®asi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tlaambbembaran Negara
Nomor 4741) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 720@ntang Petunjuk

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG ORGAINASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI KOTA
PROBOLINGGO.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1.
2.
3.
4.
5

Daerah adalah Kota Probolinggo;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probajngg

Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo;

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kotaolknggo;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yangnpghya disingkat

Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat Dewan Peramlakyat Daerah Kota
Probolinggo;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kotzoknggo;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyagkat DPRD, adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo;

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sdlaya disingkat

Pimpinan DPRD, adalah Ketua dan Wakil Ketua DewannvBkilan Rakyat

Daerah Kota Probolinggo;

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yangnjsétga disingkat

Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris Dewan Perwalilakyat Daerah Kota
Probolinggo;

10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Pemerintah Kota Probgtio.

(D)

BAB Il
PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariardba Sekretariat DPRD
dan Staf Ahli Kota Probolinggo.

BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
Sekretariat Daerah
a. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf ;
b. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepakrah dalam
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinasabadan lembaga

teknis daerah;



C.

Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas setmgaidimaksud pada

ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan kebijakan pemerintahan daerabh;

2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daeralem@aga teknis
daerah;
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ipéshan daerah;
pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahenmaliadan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepadaréh sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah;

Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan beraggmwab kepada

Walikota.

(2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

a.
b.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terfa@&b ;

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakdmingstrasi

kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukefgkganaan tugas dan

fungsi DPRD, dan menyediakan dan mengkoordinasikaaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan kanatagrah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaidimnaksud pada

ayat (2) huruf b menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan administrasi kesekreatriatan DPRD ;

2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;

3. penyelenggaraan rapat — rapat DPRD ; dan

4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yapgrldkan oleh
DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.

Sekretaris Dewan secara teknis operasional beraddadah dabn

bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secdminstratif

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Seke@aierah.

(3) Staf Ahli

a.

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mmesigenasalah
pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya ;

Dalam pelaksanaan tugas Staf Ahli dikoordinasidah &ekretaris Daerah ;
Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja pd@n®aerah (SKPD)
bersifat konsultasi dan koordinasi.



BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekrefae\an Perwakilan Rakyat
Daerah dan Staf Ahli sebagai berikut :
a. Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, terdiri atas :
1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan, terdiri atas :
a. Bagian Pemerintahan, membawabhi :
1. Sub Bagian Pemerintahan Umum,;
2. Sub Bagian Otonomi dan Kerjasama; dan
3. Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
b. Bagian Hukum, membawabhi :
1. Sub Bagian Perundang-undangan;
2. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawabhi :
1. Sub Bagian Bantuan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Sub Bagian Fasilitasi Kegiatan dan Prasarana Kesgadan
3. Sub Bagian Bina Mental.
3. Asisten Administrasi, terdiri atas :
a. Bagian Umum, membawabhi;
1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Sub Bagian Perlengkapan; dan
3. Sub Bagian Rumah Tangga.
b. Bagian Organisasi, membawahi :
1. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Kelembagaan;
2. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Kinerja Pelayanan Publik.
c. Bagian Humas dan Protokol, membawahi :
1. Sub Bagian Humas;
2. Sub Bagian Protokol; dan
3. Sub Bagian Persandian.
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri:atas
a. Bagian Perekonomian dan Penanaman, membawabhi :
1. Sub Bagian Perekonomian;
2. Sub Bagian Pengembangan Investasi; dan
3. Sub Bagian Data dan Promosi Investasi.
b. Bagian Pembangunan, membawahi :

1. Sub Bagian Penyusunan Program;



2. Sub Bagian Evaluasi; dan
3. Sub Bagian Pelaporan.
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo,
terdiri atas :
1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum, membawabhi :
a. Sub Bagian Tata Usaha,;
b. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
c. Sub Bagian Humas.
3. Bagian Persidangan, membawabhi
a. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
b. Sub Bagian Perundang-undangan; dan
c. Sub Bagian Dokumentasi.
4. Bagian Keuangan, membawabhi :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
b. Sub Bagian Penatausahaan Keuangan; dan
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
c. Staf Ahli Kota Probolinggo, terdiri atas :
1. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli bidang Pemerintahan;
3. Staf Ahli bidang Pembangunan;
4. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Blandan
5. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.

(2 Rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dager@bkretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli serta Undrj& di bawahnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal iniapkeh oleh Kepala Daerah.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 5
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daer&inet8es DPRD, Asisten,
Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerajpkensip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungamsinggmasing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daeeata snstansi lain diluar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknyagrasising;
(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasiahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengalabgkah-langkah yang

diperlukan.



(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawemimpin dan
mengkoordinasi bawahan masing-masing dan membebkabingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengiati mematuhi petunjuk
dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masitey reenyampaikan
laporan berkala tepat waktu;

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuganisasi dan bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan unémyysunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawayean

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepadaam tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan sganiain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerdan mempunyai tugas
memberikan telaahan mengenai masalah pemerintadenahd sesuai dengan

bidang tugasnya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oletve@ur dari Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kefdarah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2)Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh akepDaerah dengan
persetujuan DPRD;

(3)Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian djklimgan Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD diangkat dan dibettenbleh Kepala Daerah
dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atag Sekretaris Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ydager

(4)Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepaleefd& dari Pegawai Negeri
Sipil.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekrefaaiatah, Sekretariat DPRD
dan Staf Ahli sebagaimana tercantum pada Lampiamerupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.



Pasal 8
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sapanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebjatlaleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, PeratDeeerah Nomor 20 Tahun
2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekret&&drah Kota Probolinggo,
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahur8 280tang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 dan Peramarah Kota Probolinggo
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Organisasi dan TataaK®ekretariat DPRD Kota
Probolinggo, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomdahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2ié#hut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanymelagngan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahR{otalinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 April 2008
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H.M.BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 23 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.S
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 5

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

SUNARMI, SH, MH
Pembina Tingkat |
NIP. 510 087 583




LAMPIRAN | PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

TANGGAL 23 April 2008
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA NOMOR -5 Tahun 2008
SEKRETARIAT DAERAH
WALIKOTA
WAKIL WALIKOTA
STAFAHLI |77 SEKRETARIS
ASISTEN
ASISTEN ASISTEN
PEREKONOMIAN DAN
PEMERINTAHAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
KESEJAHTERAAN HUMAS DAN PEREKONOMIAN DAN
PEMERINTAHAN HUKUM BAKYAT UMUM ORGANISASI PROTOKOL B NANANAN MODAL PEMBANGUNAN
|| SUBBAGIAN || SUBBAGIAN || SUBBAGIAN - SUB BAGIAN L || || SUBBAGIAN
PEMERINTAHAN PERUNDANG- KESE?’:;LTJQS AN STXE ABUASA'QZ ANALISIS JABATAN SUEUB“/;AGS'AN PESRUEBK%%Q'I\'AN PENYUSUNAN
UMUM UNDANGAN RSV ARAKAT DAN KELEMBAGAAN PROGRAM
|| SUBBAGIAN || SUBBAGIAN || SUBBAGIAN L SUB BAGIAN | || SUBBAGIAN -
OTONOMI DAN BANTUAN DF/_‘\\I\SI‘ Hﬁg :SS/LEIEE " PESRUL?EEIQ%I\AP’\IAN KETATALAKSANAAN %é%?gﬁg’_\' PENGEMBANGAN Sg\? A?_ﬁi'g'\‘
KERJASAMA HUKUM KEAGAMAAN DAN KEPEGAWAIAN INVESTAS
| SUBBAGIAN || SUBBAGIAN L| SuBBAGIAN L|  SUBBAGIAN SUB BAGIAN L SUBBAGIAN | SUBBAGIAN L SUBBAGIAN
PEMERINTAHAN DOKUMENTASI BINA MENTAL RUMAH TANGGA KINERJA PERSANDIAN DATA DAN PROMOSI PELAPORAN
KEC. DAN KEL. HUKUM PELAYANAN PUBLIK INVESTASI

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd
H. M. BUCHORI



LAMPIRAN Il PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
23 April 2008

5 Tahun

2008

TANGGAL
NOMOR
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
SEKRETARIS
DPRD
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
UMUM PERSIDANGAN KEUANGAN
SUB BAGIAN — SUB BAGIAN — PERSEL;%EI'\AI\SX?\INDAN
TATA USAHA RAPAT DAN RISALAH ANGGARAN
SUB BAGIAN — SUB BAGIAN — PEEX'?ABL:IA\S(?Q,':AN
RUMAH TANGGA PERUNDANG-UNDANGAN KEUANGAN
SUB BAGIAN — SUB BAGIAN — SUB BAGIAN
HUMAS DOKUMENTASI EVALUASI DAN PELAPORAN

WALIKOTA PROBOLINGGO
Ttd
H. M. BUCHORI
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